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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keterlibatan penyedia barang/jasa pemerintah dan masyarakat 

sebagai pelaksana swakelola menunjukan adanya kolaborasi dalam proses 

pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah di UKPBJ 

Pemerintah Kota Yogyakarta, namun kolaborasi yang terjadi belum 

sepenuhnya menerapkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari konsep 

collaborative governance. Pelaksanaan pengadaaan barang/jasa 

pemerintah yang tidak didasari oleh konsep collaborative governance 

akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kontrak 

pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut.  

Hambatan-hambatan atau kendala-kendala konsep collaborative 

governance dalam pelaksanaan pengadaaan barang/jasa pemerintah di 

UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti keterbatasan sumber daya, 

adanya benturan kepentingan, komunikasi yang kurang efektif serta 

perencanaan yang kurang terintegrasi atau matang.  

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di 

atas yaitu meningkatkan sumber daya, membuat perencanaan yang 

terintegrasi, membangun komunikasi yang efektif, meminimalisir 

benturan kepentingan, pendistribusian hak dan kewajiban para pihak 

secara proporsional, memperkuat kepercayaan dan komitmen bersama. 
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, saraa dari penulis, sebagai berikut:  

1. Bagi Lembaga Eksekutif agar menyempurnakan lagi Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya Perpres Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar 

mencerminkan nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari konsep 

collaborative governance.  

2. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 

agar menyempurnakan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh LKPP 

terkait pedoman teknis dalam pengadaan .barang/jasa pemerintah. 

3. Bagi pemerintah, penyedia barang/jasa dan masyarakat sebagai 

pelaksana swakelola sebagai sebuah tim kolaborasi dalam pelaksanaan 

kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah agar mampu menerapkan 

nilai-nilai serta prinsip-prinsip dasar dari  konsep collaborative 

governance sehingga dapat mewujudkan pengadaan barang/jasa yang 

efektif. 

4. Bagi UKPBJ Pemerintah Kota Yogyakarta, agar mampu mengatasi 

berbagai kendala dalam penerapan konsep collaborative governance 

pelaksanaan kontrak penagdaan barang/jasa pemerintah. 
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